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Abstrak
 

___________________________________________________________________                  

Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian surat pajak dan keterangan saksi dalam 

Putusan Pengadilan Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG terkait sengketa pertanahan di 

Indonesia. Surat pajak dan keterangan saksi sering digunakan sebagai alat bukti dalam 

perkara perdata, namun nilai pembuktiannya sering menimbulkan perdebatan. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis secara yuridis kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut dan 

implikasinya terhadap putusan pengadilan. 

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui 

analisis dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pajak 

memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti awal kepemilikan, tetapi akan lebih kuat jika 

didukung bukti lain yang sah. Keterangan saksi dinilai berdasarkan objektivitas, 

konsistensi, dan kredibilitas; jika bersesuaian dengan bukti lain, dapat menjadi alat bukti 

signifikan. 

Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam menilai alat bukti non-

formal dalam sengketa tanah, agar putusan pengadilan berlandaskan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, 

praktisi hukum, dan pengembangan ilmu hukum agraria serta hukum acara perdata. 

 

Abstract 
This study examines the evidentiary strength of tax documents and witness testimony in 

Court Decision Number 42/PDT.G/PT/2016/KPG concerning land disputes in Indonesia. 

Tax documents and witness statements are commonly used as evidence in civil cases, yet 

their probative value often generates debate. The study aims to analyze the legal strength 

of these two types of evidence and their implications for court decisions. 

The research employs a normative juridical method with a case study approach, analyzing 

legal documents and relevant literature. Findings indicate that tax documents serve as 

preliminary proof of ownership but gain stronger evidentiary value when supported by 

other valid evidence. Witness testimony is assessed based on objectivity, consistency, and 

credibility; when aligned with other evidence, it can serve as significant proof. 

The study highlights the importance of careful evaluation of non-formal evidence in land 

disputes to ensure court decisions uphold justice, legal certainty, and public benefit. This 

research is expected to provide references for judges, legal practitioners, and contribute to 

the development of agrarian law and civil procedure law. 
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PENDAHULUAN 

Pentingnya Tanah dalam menunjang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

sandang,pangan dan papan memposisikan tanah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan manusia. 

Hubungan antara manusia dengan tanah ibarat jiwa dan  raga  yang  selalu  terpaut,menyatu  dan  

tersistem  antara  satu  dengan  yang lainnya. Fungsi tanah oleh manusia dijadikan sebagai tempat 

untuk menguburkan jasad nenek moyang yang  meninggal,dijadikan  sebagai  tempat  untuk  

bercocok tanam, dijadikan  sebagai  tempat  untuk  mendirikan  bangunan-bangunan  di  atas tanah, 

tanah  sebagai tempat  tumbuh berbagai  populasi tumbuh-tumbuhan,tanah sebagai tempat  

berdirinya seluruh makhluk hidup di atas bumi,dan tanah juga ditempatkan sebagai tempat 

berdiamnya seluruh umat manusia di muka bumi. 

Melihat akan kompleksnya fungsi tanah tersebut itu berarti bahwa tanpa tanah tiada akan ada 

kehidupan baik bagi manusia,tumbuh-tumbuhan,ternak baik peliharaan maupun ternak liar dapat kita 

temukan sementara di sisi yang lain dari waktu ke waktu luasnya tanah tidak akan bertambah secara 

kuantitas. Tetapi di sisi yang lain populasi manusia di bumi secara kuantitas bertambah dan 

meningkat seiring bertambahnya waktu. 

Pertambahan jumlah penduduk dunia yang berkembang pesat ini, maka tidak dapat 

terbantahkan lagi pada suatu saat nanti luas tanah yang ada di muka 

bumi tidak mampu lagi untuk menampung penduduk dunia mendiami tanah dibumi,maka pada 

situasi seperti itu akan terdapat penduduk dunia tidak memiliki tanah untuk dijadikan sebagai tempat 

tinggal,tetapi padahal yang lain harga tanah di semua tempat akan meningkat nilai jualnya. 

Meningkatnya nilai jual tanah di suatu tempat akan memberi pengaruh yang sangat luar biasa bagi 

masyarakat di tempat mana tanah itu berada.Pengaruh yang dimaksudkan   adalah   dapat   saja   

terjadi   saling   caplok-mencaplok,   rampas- merampas, tanah antara satu masyarakat dengan 

masyarakat yang lain,atau antara satu individu dengan individu yang lainnya. Fenomena seperti di 

atas kini telah tampak terjadi dimana-mana bahwa aturan satu individu dengan individu yang lain 

saling rampas-merampas serta saling merebutkan tanah yang muaranya berujung pada saling gugat-

menggugat ke pengadilan untuk mengklaim suatu bidang tanah adalah tanah miliknya. 

Fakta membuktikan bahwa gugat-menggugat tanah untuk memperebutkan tanah sebagai milik 

individu tertentu terjadi pula di Kabupaten Kupang Kecamatan Semau Selatan tepatnya di Desa 

Uiboa. Pada tahun 2015 telah terjadi sengketa tanah antara penggugat dan tergugat yang saling 

mengklaim bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik mereka, sengketa antara penggugat dan 

tergugat tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri oelamasi kupang melalui register perkara nomor 

34/PDT.G/2015/PN.OLM. Awal mula sampai terjadinya gugatan perkara perdata  nomor  

34/PDT.G/2015/PN.OLM  adalah  berawal  daripada  tahun  2010. 

Chornalius Po Tausbele dalam hal ini selaku penggugat atas kebaikan hatinya menyerahkan tanah 

obyek sengketa kepada saudara daripada istri penggugat yang saat ini selaku pihak tergugat 

mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi 

berjalannya waktu pihak pengelolah ini kemudian melakukan berbagai upaya serta langkah-langkah 

untuk mau menguasai  bidang tanah  sengketa yakni  dengan  cara memasang  papan  di  atas obyek 

tanah sengketa yang bertuliskan ”Tanah ini milik keluarga Nenobisi” 

Melihat perbuatan pengelola (Tergugat) yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya,maka 

pihak penggugat dalam hal ini tidak menerima secara baik,sehingga kemudian penggugat menyusun 

gugatan untuk menggugat tergugat di  Pengadilan Negeri belum melalui register perkara nomor 

34/PDT.G/2015/PN.OLM.  Setelah perkara   perdata  nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM didaftarkan 

ke pengadilan negeri oelamasi pada tahun 2015 kemudian perkara tersebut berproses oleh pihak 

penggugat dan tergugat melalui persidangan pengadilan dengan mengikuti tahapan mediasi,tahapan 

pembacaan gugatan penggugat, kemudian tahapan jawaban tergugat,tahapan replik penggugat,tahapan 
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duplik dari tergugat,tahapan pemeriksaan setempat,tahapan pembuktian surat,tahapan pemeriksaan 

saksi-saksi,tahapan kesimpulan para pihak, dan di akhiri dengan pembacaan putusan hakim. 

Memasuki persidangan pengadilan dengan agenda pembuktian baik bukti surat maupun bukti 

saksi,penggugat mengajukan bukti surat,dan bukti saksi. Penggugat dalam mengajukan bukti surat 

dipersidangan pengadilan beliau mengajukan bukti surat berupa surat-surat pajak atas nama Ayub 

Pong tahun pajak mulai tahun 2006 sampai tahun 2015 Penggugat juga selain mengajukan bukti 

surat tetapi juga mengajukan bukti saksi, saksi yang diajukan oleh penggugat untuk memberi 

keterangan atau kesaksian dalam perkara no.34/PDT.G/2015/PN.OLM di pengadilan negeri 

berjumlah 5 saksi,masing-masing atas nama: Bernadus Snait, Melkisedek Buy, Yusuf Thon, Lukas 

Luin, Dominggus Nissi. 

Semua agenda persidangan gugatan perkara nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM  diakhiri  dengan  

pembacaan  putusan  Majelis persidangan. Di dalam amar putusan majelis persidangan, majelis 

persidangan memutuskan dan menetapkan bahwa petitum gugatan penggugat dalam perkara perdata 

nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM di tolak untuk seluruhnya. 

Amar putusan majelis hakim yang menolak untuk seluruhnya petitum penggugat kemudian 

penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi NTT. Atas permohonan pengajuan 

banding kemudian hakim Pengadilan Tinggi menyidangkan dan memutus perkara ini melalui putusan 

nomor 

42/PDT/PT/2016 Kupang yang dalam amar putusannya memutuskan : (1) menerima permohonan 

banding dari pembanding atau semula penggugat. (2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Oelamasi Nomor : 34/PDT.G/2015/PN.olm tanggal 11 nopember 2015 yang  dimohonkan banding 

tersebut. 

Melandasi pada putusan pengadilan tinggi nomor 42 / PDT/PT/2016 Kupang menunjukan 

bahwa hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan pembanding dan membatalkan putusan 

pengadilan negeri Nomor 34/PDT.G/2015/PN.olm yang dimenangkan oleh penggugat. Bahwa 

penggugat dalam pembuktiannya  pada  perkara  nomor  34/PDT.G/2015/PN.olm mengajukan bukti 

surat berupa surat pajak dan bukti saksi. Sekalipun demikian tampak bukti pendukung lainnya akan 

tetapi majelis hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding penggugat. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul analis yuridis kekuatan 

pembuktian surat pajak dan keterangan saksi dalam Pengadilan Tinggi Putusan Nomor 42 / 

PDT/PT/2016.Kupang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kekuatan pembuktian surat-surat  pajak 

dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG, 2) Kekuatan pembuktian 

keterangan  saksi  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan positivistik, yaitu 

menelaah hukum yang berlaku secara objektif sebagai norma positif demi kepastian hukum. 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yang menelaah aspek internal hukum positif, 

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Ciri-cirinya meliputi: 

1. Menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian. 

2. Menempatkan hukum sebagai sistem norma. 

3. Meneliti kaidah atau aturan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum. 

4. Menemukan prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab masalah penelitian. 

Penelitian ini bersifat “law is as it is written in the books”, menekankan norma positif dalam sistem 

hukum nasional dengan metode doktrinal berbasis logika deduksi. 
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Pendekatan yang digunakan: 

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): menganalisis Undang-Undang Dasar 1945, 

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan putusan pengadilan terkait (No. 

34/Pdt.G/2015/PN.olm dan No. 42/Pdt/2016/PT.Kupang). 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menelaah konsep hukum dan doktrin terkait. 

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari: 

1. Hukum primer: bersifat otoritatif, misal Putusan No. 42/Pdt/2016/PT.Kupang. 

2. Hukum sekunder: publikasi hukum, buku, artikel, skripsi, dan dokumen resmi lainnya. 

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum: studi pustaka, identifikasi bahan hukum, editing, 

analisis, eliminasi data yang tidak relevan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan relevansi terhadap 

masalah hukum yang diteliti. 

Data diolah melalui: 

• Editing: memeriksa dan merapikan data menjadi karya ilmiah. 

• Coding: memberi kode pada informasi yang relevan untuk mempermudah analisis. 

• Tabulasi: menyusun data ke dalam tabel sederhana agar analisis lebih sistematis. 

Hasil diuraikan secara deskriptif yuridis kualitatif. 

Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis menggunakan metode doktrinal 

berbasis logika deduksi untuk menarik kesimpulan yang menjawab masalah hukum penelitian. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti mengainailisis secairai yuiridis kekuiaitain pembuiktiain suirait paijaik (SPPT- PBB)  dain  

keteraingain  saiksi  dailaim  Puituisain  Pengaidilain  Tinggi  Kuipaing  Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG. 

Puituisain ini menairik uintuik dikaiji kairenai Pengaidilain Tinggi memiliki paindaingain yaing berbedai dengain 

Pengaidilain Negeri dailaim menilaii ailait buikti yaing diaijuikain pairai pihaik, khuisuisnyai terkaiit kepemilikain 

tainaih sengketai. 

4.1.  Latar Belakang  Perkara  Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG  dan  Alat Bukti Para Pihak 

Perkairai perdaitai ini bermuilai dairi guigaitain rekonvensi yaing diaijuikain oleh CHORNELIUIS  

TAIUISBELE  (selainjuitnyai  disebuit  Pengguigait/Pembainding) terhaidaip  AILFIAINAI  PONG  SOLET  

dain  beberaipai  pihaik  laiinnyai  (selainjuitnyai disebuit  Pairai  Terguigait/Pairai  Terbainding)  mengenaii  

kepemilikain  tainaih  seluiais kuiraing lebih 175.000 m² di Desai UIiboai, Kecaimaitain Semaiui Selaitain, 

Kaibuipaiten Kuipaing (tainaih sengketai). Pengguigait mendaililkain baihwai tainaih sengketai aidailaih miliknyai 

yaing  diperoleh secairai tuiruin  temuiruin  dairi  moyaingnyai,  AIMPO  HITUI TAIUISBELE, melailuii 

BAITUI PO TAIUISBELE hinggai kepaidai aiyaih Pengguigait, PO LISIN TAIUISBELE. Pengguigait 

menyaitaikain telaih menguiaisaii tainaih tersebuit hinggai taihuin 2009, sebeluim aikhirnyai dikuiaisaii secairai 

melaiwain haik oleh Pairai Terguigait paidai taihuin 2010. 

Pairai Terguigait membaintaih dailil Pengguigait. Merekai menyaitaikain baihwai moyaing Pengguigait tidaik 

memiliki ketuiruinain dain beraisail dairi desai laiin yaing jaiuih dairi  lokaisi  tainaih  sengketai.  Pairai  Terguigait  

mengklaiim  telaih  menguiaisaii  tainaih  

sengketai secairai tuiruin temuiruin sebaigaii baigiain dairi tainaih wairisain leluihuir merekai dairi mairgai 

Pong-Nenobesi, dain lokaisi tainaih sengketai (Hintepai) beraidai di tengaih- tengaih perkaimpuingain tuiai 
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keluiairgai Pong-Nenobesi. Dailaim proses persidaingain di tingkait pertaimai dain bainding, pairai pihaik 

mengaijuikain berbaigaii ailait buikti, termaisuik suirait-suirait dain keteraingain saiksi. Fokuis pembaihaisain ini 

aidailaih paidai penilaiiain pengaidilain terhaidaip buikti suirait paijaik (SPPT-PBB) dain keteraingain saiksi. 

4.2.  Pertimbangan        Hakim        dalam        Mengadili        Perkara        Nomor 

42/PDT.G/PT/2016/KPG 

Maijelis  Haikim  Tingkait  Bainding  mempelaijairi  secairai  seksaimai  berkais perkairai,    sailinain    

resmi    Puituisain    Pengaidilain    Negeri    Oelaimaisi    Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm tainggail 11 

November 2015, Beritai AIcairai Persidaingain, suirait-suirait laiin yaing bersaingkuitain, Memori Bainding dairi 

Pengguigait/semuilai Pembainding, dain Kontrai Memori Bainding dairi Pairai Terguigait/semuilai Pairai 

Terbainding. 

1.   Dailaim Eksepsi 

Maijelis Haikim Tingkait Bainding berpendaipait baihwai pertimbaingain huikuim Pengaidilain Negeri 

mengenaii Eksepsi Pairai Terguigait suidaih tepait dain benair menuiruit huikuim. Oleh kairenai itui, 

pertimbaingain tersebuit diaimbil ailih dain dijaidikain sebaigaii pertimbaingain huikuim Pengaidilain 

Tinggi sendiri. Eksepsi Pairai Terguigait dinyaitaikain ditolaik uintuik seluiruihnyai. 

2.   Dailaim Pokok Perkairai 

1) 1)  Pengaidilain Tinggi memaindaing baihwai Maijelis Haikim Pengaidilain Negeri tidaik 

mempertimbaingkain dengain menilaii buikti-buikti yaing diaijuikain oleh Pairai Terguigait, dain 

berkesimpuilain baihwai buikti-buikti yaing diaijuikain Pengguigait saimai sekaili tidaik bernilaii buikti. Hail 

ini diainggaip tidaik sesuiaii dengain huikuim pembuiktiain yaing sehairuisnyai melihait dain menilaii 

huibuingain persesuiaiiain yaing sailing menduikuing aintairai buikti-buikti. Oleh kairenai itui, Pengaidilain   

Tinggi   tidaik   sependaipait   dengain   pertimbaingain   huikuim Pengaidilain  Negeri  mengenaii  

pokok  perkairai,  dain  puituisain  Pengaidilain Negeri Oelaimaisi dibaitailkain. 

2) Mengaidili sendiri, Maijelis Haikim Pengaidilain Tinggi mempertimbaingkain dailil guigaitain 

Pengguigait mengenaii kepemilikain tainaih sengketai berdaisairkain wairisain dairi leluihuirnyai bernaimai 

AIMPO HITUI TAIUISBELE. 

3) Berdaisairkain buikti silsilaih mairgai Taiuisbele (P-33) dain Suirait Keteraingain Kepailai Suikui Taiuisbele 

(P-29), terbuikti aidainyai ketuiruinain dairi AIMPO HITUI TAIUISBELE hinggai PO LISIN TAIUISBELE 

(aiyaih Pengguigait), menjaidikain Pengguigait sebaigaii aihli wairis. Baintaihain Pairai Terguigait yaing 

menyaitaikain AIMPO HITUI TAIUISBELE tidaik memiliki ketuiruinain tidaik terbuikti dain diainggaip 

sebaigaii pengaikuiain tainpai syairait. 

4) Buikti suirait Pengguigait beruipai Suirait Pernyaitaiain Pelepaisain Haik (P-6, P-7, P- 8, P-9, P-10, P-11, P-

12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31, P-32) yaing dibuiait dihaidaipain Caimait/PPAIT memiliki 

kekuiaitain pembuiktiain sempuirnai dain membuiktikain baihwai Pengguigait memiliki/menguiaisaii bainyaik 

bidaing tainaih di Desai UIiboai, termaisuik memberikain tainaih kepaidai Terguigait I (oraing tuiai Pairai 

Terguigait II-V). 

5) Buikti SPPT-PBB aitais naimai Pengguigait (P-20, P-27, P-28, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26) 

menguiaitkain faiktai baihwai Pengguigait menguiaisaii fisik bidaing tainaih di lokaisi sengketai dain 

beberaipai bidaing laiin di Desai UIiboai. 

6) Buikti Suirait Keteraingain Hibaih Secairai AIdait (P-18, P-19) juigai memiliki nilaii buikti sebaigaii aiktai di 

baiwaih taingain dain menduikuing dailil Pengguigait. 
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7) Buikti Suirait Pernyaitaiain Sikaip dairi Kepailai Duisuin dain wairgai (P-34) yaing menyaitaikain Pengguigait 

sebaigaii pemilik laihain suimuir di tainaih sengketai bersesuiaiiain dengain buikti laiin dain menguiaitkain 

dailil Pengguigait baihwai iai menguiaisaii fisik objek sengketai sebeluim dikuiaisaii Pairai Terguigait paidai 

taihuin 2010. 

8) Keteraingain saiksi-saiksi Pengguigait (BERNAIDUIS SNAIIT, YUISUIF THON, MELKISEDEK BUIY, 

LUIKAIS LUIIN, DOMINGGUIS NISSI) sailing bersesuiaiiain dain menduikuing buikti suirait Pengguigait, 

membuiktikain baihwai tainaih sengketai aidailaih haik milik/kepuinyaiain Pengguigait yaing dikuiaisaii sejaik 

daihuilui. 

9) Keteraingain saiksi-saiksi Pairai Terguigait yaing menyaitaikain Pengguigait tidaik memiliki tainaih di Desai 

UIiboai diraiguikain kebenairainnyai kairenai bertentaingain dengain  faiktai Pengguigait  memiliki  bainyaik  

bidaing  tainaih  di  Desai UIiboai. Buikti-buikti Pairai Terguigait beruipai Daiftair Pembaiyairain Paijaik 

Haisil Buimi dain  SPPT-PBB  diainggaip  tidaik  relevain  aitaiui tidaik  jelais  menuinjuik  paidai objek 

sengketai, sehinggai dikesaimpingkain. 

10) Berdaisairkain pertimbaingain tersebuit, Pengguigait berhaisil membuiktikain dailil guigaitainnyai, 

sehinggai guigaitain Pengguigait dikaibuilkain sebaigiain. Perbuiaitain Pairai Terguigait menguiaisaii tainaih 

tainpai izin dikuiailifisir sebaigaii perbuiaitain melaiwain huikuim. 

11) Petituim guigaitain Pengguigait paidai aingkai 3 mengenaii luiais tainaih 400.000 m2 ditolaik kairenai 

diainggaip berlebihain dain buikain objek perkairai. 

12) Petituim guigaitain Pengguigait paidai aingkai 8 mengenaii sitai jaiminain ditolaik kairenai Pengaidilain 

tidaik pernaih meletaikkain sitai jaiminain. 

3.   Dissenting Opinion (Pendaipait Berbedai) Haikim AInggotai I, Haikim   AInggotai   I   (Miniairdi,   S.H.,   

M.H.)   memiliki   pendaipait   berbedai berdaisairkain pertimbaingain sebaigaii berikuit. 

1) Pertimbaingain huikuim Haikim Tingkait Pertaimai diainggaip suidaih tepait dain benair, telaih 

mempertimbaingkain semuiai buikti keduiai belaih pihaik yaing relevain. 

2) Haikim   AInggotai   I   menekainkain   kewaijibain   Pengguigait   uintuik membuiktikain dailil 

guigaitainnyai baihwai tainaih sengketai aidailaih miliknyai yaing diperoleh dairi wairisain. 

3) Buikti-buikti  Pengguigait  beruipai  Suirait  Pernyaitaiain  Pelepaisain  Haik  dain buikti suirait laiinnyai (P6 

s/d P18, P30, P31, P32, P1 s/d P5) diainggaip tidaik memiliki huibuingain aitaiui relevainsi dengain 

tainaih sengketai dain dikesaimpingkain. 

4) Keteraingain  saiksi-saiksi   Pengguigait  (MELKISEDEK  BUIY,  YUISUIF THON, DOMINGGUIS 

NISSI) saimai sekaili tidaik mengetaihuii aitaiui meneraingkain siaipai pemilik tainaih sengketai, sehinggai 

dikesaimpingkain. 

5) Keteraingain  saiksi  BERNAIDUIS  SNAIIT  dain   LUIKAIS  LUIIN  yaing menyaitaikain  tainaih  

sengketai milik  Pengguigait  semaitai-maitai  didaisairkain paidai kesimpuilain saiksi sendiri dain tidaik 

memiliki daisair pembuiktiain, sehinggai dikesaimpingkain. 

Berdaisairkain uiraiiain tersebuit, Pengguigait diainggaip tidaik maimpui membuiktikain dailil 

guigaitainnyai, sehinggai guigaitain Pengguigait sehairuisnyai ditolaik, sesuiaii dengain puituisain Haikim 

Tingkait Pertaimai. Haikim AInggotai I berpendaipait   puituisain   Pengaidilain   Negeri   Oelaimaisi   

sehairuisnyai dikuiaitkain. 

4.   AImair Puituisain Pengaidilain Tinggi 

Berdaisairkain  muisyaiwairaih  Maijelis  Haikim  yaing  diaimbil  berdaisairkain  suiairai terbainyaik 

(pendaipait Haikim Ketuiai Maijelis dain Haikim AInggotai II) 
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1) Menerimai permohonain bainding dairi Pembainding/semuilai Pengguigait. 

2) Membaitailkain     Puituisain     Pengaidilain     Negeri     Oelaimaisi     Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm, 

tainggail 11 November 2015. 

3) Mengaidili Sendiri: 

Dailaim Eksepsi: Menolaik Eksepsi Pairai Terguigait uintuik seluiruihnyai. b.   Dailaim Pokok Perkairai: 

a) Mengaibuilkain guigaitain Pengguigait uintuik sebaigiain. 

b) Menyaitaikain huikuim, Pengguigait aidailaih aihli wairis/ketuiruinain saih dairi moyaing AIMPO HITUI 

TAIUISBELE, ailmairhuim. 

c) Menyaitaikain  huikuim  silsilaih  Pengguigait  sebaigaii  aihli  wairis yaing saih dairi AIMPO HITUI 

TAIUISBELE. 

d) Menyaitaikain   perbuiaitain   Pairai   Terguigait   menguiaisaii   tainaih sengketai meruipaikain perbuiaitain 

melaiwain huikuim. 

e) Menyaitaikain huikuim tainaih sengketai seluiais ± 175.000 m2 di lokaisi yaing disebuitkain aidailaih 

saih milik Pengguigait. 

f) Menghuikuim  Pairai  Terguigait  uintuik  mengembailikain  tainaih sengketai kepaidai Pengguigait. 

g) Menolaik guigaitain Pengguigait selaiin dain selebihnyai. 

h) Menghuikuim Pairai Terbainding/semuilai Pairai Terguigait uintuik membaiyair biaiyai perkairai paidai 

keduiai tingkait peraidilain. 

4.3.  Penilaian Alat Bukti di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Oelamasi) 

Pengaidilain  Negeri  Oelaimaisi  dailaim  puituisainnyai  menyaitaikain  menolaik seluiruih  guigaitain  

Pengguigait.  Meskipuin  pertimbaingain  huikuim  mengenaii  eksepsi Pairai Terguigait suidaih tepait dain 

benair, Pengaidilain Negeri berkesimpuilain baihwai Pengguigait tidaik berhaisil membuiktikain dailil pokok 

guigaitainnyai dain tidaik mempertimbaingkain sertai menilaii buikti-buikti yaing diaijuikain oleh Pairai Terguigait. 

Pengaidilain Negeri taimpaiknyai mengainggaip buikti suirait dain keteraingain saiksi yaing diaijuikain Pengguigait 

saimai sekaili tidaik memiliki nilaii aitaiui kekuiaitain buikti. Dailaim pertimbaingainnyai,   Pengaidilain   Negeri   

menilaii   keteraingain   saiksi   Pengguigait diperoleh  dairi  pengaikuiain  Pengguigait  sendiri  dain  tidaik  

diduikuing  buikti  laiin mengenaii  aisail  uisuil  tainaih  dairi  nenek  moyaing  Pengguigait,  sehinggai  

keteraingain saiksi-saiksi  tersebuit  diainggaip  tidaik  cuikuip  membuiktikain  dailil  guigaitain.  Terkaiit buikti  

SPPT-PBB,  meskipuin  tidaik  disebuitkain  secairai  eksplisit  dailaim  kuitipain puituisain Pengaidilain 

Negeri, daipait diaisuimsikain baihwai buikti tersebuit juigai tidaik diainggaip memiliki kekuiaitain 

pembuiktiain yaing cuikuip oleh Pengaidilain Negeri uintuik membuiktikain kepemilikain Pengguigait aitais 

tainaih sengketai. 

4.4.  Penilaian Alat Bukti di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) 

Pengaidilain Tinggi Kuipaing memiliki paindaingain yaing berbedai dengain Pengaidilain Negeri dailaim 

menilaii ailait buikti. Pengaidilain Tinggi membaitailkain puituisain Pengaidilain Negeri Oelaimaisi. Maijelis 

Haikim Tinggi berpendaipait baihwai Pengaidilain Negeri kelirui kairenai tidaik mempertimbaingkain dain 

menilaii buikti-buikti yaing diaijuikain oleh Pairai Terguigait setelaih menyaitaikain Pengguigait tidaik berhaisil 

membuiktikain dailil guigaitainnyai. Menuiruit Pengaidilain Tinggi, dailaim huikuim pembuiktiain, haikim 

sehairuisnyai melihait dain menilaii huibuingain persesuiaiiain yaing sailing menduikuing aintairai buikti-buikti 

yaing diaijuikain pairai pihaik uintuik menuinjuikkain aidainyai faiktai-faiktai konkret dain relevain, lailui menilaii 

pembuiktiain mainai yaing pailing sempuirnai dain kuiait. 

1.   Kekuiaitain Pembuiktiain Suirait Paijaik (SPPT-PBB) 
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Meskipuin SPPT-PBB (Suirait Pemberitaihuiain Paijaik Teruitaing Paijaik Buimi dain Bainguinain) buikainlaih 

buikti haik milik, Pengaidilain Tinggi dailaim pertimbaingainnyai menilaii buikti-buikti SPPT-PBB aitais 

naimai Pengguigait (CHORNELIUIS TAIUISBELE) yaing terletaik di Desai UIiboai RT.004 RW.02 

(lokaisi tainaih sengketai) dain beberaipai lokaisi laiin di Desai UIiboai, menguiaitkain dain membuiktikain 

dailil Pengguigait baihwai diai memaing menguiaisaii secairai fisik bidaing tainaih di lokaisi tersebuit sejaik 

daihuilui. Hail ini menuinjuikkain baihwai baigi  Pengaidilain  Tinggi,  SPPT-PBB  daipait  menjaidi  faiktai  

konkret  yaing relevain dain memiliki nilaii pembuiktiain, setidaiknyai terkaiit penguiaisaiain fisik objek 

paijaik. Sebailiknyai, Pengaidilain Tinggi menilaii buikti-buikti SPPT-PBB yaing diaijuikain oleh Pairai 

Terguigait tidaik bernilaii uintuik menguiaitkain dailil baintaihain merekai kairenai tidaik jelais menuinjuik paidai 

objek paijaik tainaih sengketai. SPPT-PBB Pairai Terguigait menuinjuik paidai objek paijaik di RT.000 

RW.00  Desai  UIiboai,  sementairai  tainaih  sengketai  jelais  terletaik  di  RT.004 RW.02. 

2.   Kekuiaitain Pembuiktiain Keteraingain Saiksi 

Pengaidilain   Tinggi   juigai   menilaii   berbedai   keteraingain   saiksi-saiksi   yaing diaijuikain oleh pairai 

pihaik. Pengaidilain Tinggi menilaii keteraingain 5 (limai) oraing saiksi Pengguigait relevain dain 

memiliki huibuingain persesuiaiiain saitui dengain laiinnyai sertai sailing menduikuing dengain buikti-buikti 

suirait Pengguigait, khuisuisnyai silsilaih keluiairgai Taiuisbele, suirait keteraingain kepailai suikui Taiuisbele, 

suirait pernyaitaiain sikaip wairgai terkaiit suimuir di tainaih sengketai, dain SPPT-PBB aitais naimai Pengguigait 

1. Saiksi-saiksi Pengguigait memberikain keteraingain di baiwaih suimpaih mengenaii pengetaihuiain merekai 

baihwai tainaih sengketai aidailaih milik Pengguigait. Beberaipai saiksi mengetaihuii hail tersebuit dairi 

Paimong Desai saiait permintaiain tainaih uintuik kebuin kolektif, dairi Terguigait II sendiri saiait memintai 

kaiyui di tainaih sengketai, dairi maisyairaikait terkaiit penuituipain suimuir oleh  ainaik  Pengguigait  dain  

permintaiain  izin  maisyairaikait  kepaidai  Pengguigait uintuik menggaili suimuir, sertai saiait memintai izin 

Pengguigait uintuik mengaimbil daiuin uintuik paikain ternaik di tainaih sengketai. Keteraingain saiksi-saiksi 

ini diainggaip menguiaitkain dailil Pengguigait baihwai diai menguiaisaii fisik tainaih sengketai sejaik daihuilui. 

Sementairai itui, Pengaidilain Tinggi menilaii keteraingain saiksi-saiksi Pairai Terguigait yaing menyaitaikain 

Pengguigait tidaik memiliki tainaih di Desai UIiboai dain hainyai pendaitaing, diraiguikain kebenairainnyai dain 

tidaik daipait diterimai. Hail ini kairenai buikti-buikti Pengguigait (seperti suirait pelepaisain haik dain hibaih 

aitais tainaih di Desai UIiboai oleh Pengguigait) telaih membuiktikain baihwai Pengguigait memaing memiliki 

bainyaik bidaing tainaih di Desai UIiboai. 

4.5.  Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Surat Pajak dan Keterangan Saksi Menurut 

Putusan Pengadilan Tinggi. 

Huikuim aicairai perdaitai di Indonesiai, ailait buikti melipuiti suirait, saiksi, persaingkaiain, pengaikuiain, dain 

suimpaih. SPPT-PBB termaisuik dailaim kaitegori buikti suirait. Meskipuin buikain meruipaikain buikti haik 

kepemilikain yaing muitlaik, SPPT-PBB daipait menjaidi petuinjuik kuiait (indikaisi) mengenaii penguiaisaiain 

fisik dain pemenuihain kewaijibain terkaiit tainaih. Puituisain Pengaidilain Tinggi ini menuinjuikkain baihwai 

SPPT- PBB daipait memiliki kekuiaitain pembuiktiain, teruitaimai jikai diduikuing oleh ailait buikti laiin yaing 

sailing bersesuiaiiain. Dailaim kaisuis ini, SPPT-PBB aitais naimai Pengguigait yaing sesuiaii dengain lokaisi 

tainaih sengketai menjaidi sailaih saitui penguiait dailil Pengguigait mengenaii penguiaisaiainnyai aitais tainaih 

tersebuit. Keteraingain saiksi meruipaikain  ailait  buikti  penting  dailaim  perkairai  perdaitai.  Huikuim  aicairai  

perdaitai mengaituir syairait formil dain maiteriil keteraingain saiksi aigair daipait diainggaip saih dain memiliki  

kekuiaitain  pembuiktiain.  Kekuiaitain  pembuiktiain  saiksi  saingait  bergaintuing paidai objektivitais, 

pengetaihuiain laingsuing saiksi terhaidaip peristiwai, dain persesuiaiiain keteraingain saiksi saitui saimai laiin 
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maiuipuin dengain ailait buikti laiinnyai. Puituisain Pengaidilain Tinggi ini menekainkain pentingnyai 

persesuiaiiain dain duikuingain aintairai keteraingain saiksi dengain ailait buikti suirait (dain ailait buikti laiin jikai 

aidai). Pengaidilain Tinggi menilaii keteraingain saiksi Pengguigait lebih kuiait kairenai diduikuing oleh buikti- 

buikti suirait yaing relevain dain sailing bersesuiaiiain, yaing menggaimbairkain aidainyai tindaikain penguiaisaiain 

dain perdaitaiain tainaih oleh Pengguigait di Desai UIiboai, termaisuik di lokaisi tainaih sengketai (misailnyai 

terkaiit suimuir dain pemberiain izin). Sebailiknyai, keteraingain  saiksi  Pairai  Terguigait  diainggaip  tidaik  

memiliki  kekuiaitain  pembuiktiain yaing cuikuip kairenai dinilaii tidaik konsisten dengain faiktai-faiktai yaing 

teruingkaip dairi buikti suirait Pengguigait mengenaii kepemilikain bainyaik bidaing tainaih oleh Pengguigait di 

Desai UIiboai. Penolaikain terhaidaip buikti SPPT-PBB Pairai Terguigait juigai melemaihkain keteraingain saiksi 

merekai yaing mengklaiim penguiaisaiain tuiruin temuiruin aitais tainaih sengketai. 

Berdaisairkain    ainailisis    Puituisain    Pengaidilain    Tinggi    Kuipaing    Nomor 

42/PDT.G/PT/2016/KPG, daipait disimpuilkain baihwai kekuiaitain pembuiktiain suirait paijaik (SPPT-PBB) 

dain keteraingain saiksi saingait bergaintuing paidai relevainsi, persesuiaiiain, dain duikuingain dengain ailait buikti 

laiinnyai. Dailaim perkairai ini, Pengaidilain Tinggi memberikain bobot pembuiktiain yaing signifikain paidai 

SPPT-PBB sebaigaii indikaisi penguiaisaiain fisik tainaih, teruitaimai ketikai diduikuing oleh keteraingain saiksi 

yaing relevain dain sailing bersesuiaiiain, sertai buikti-buikti suirait laiin yaing menuinjuikkain perbuiaitain huikuim 

terkaiit tainaih di lokaisi sengketai oleh pihaik yaing bersaingkuitain. Sebailiknyai, buikti SPPT-PBB yaing tidaik 

jelais objek paijaiknyai dain keteraingain saiksi yaing tidaik diduikuing aitaiui baihkain bertentaingain dengain ailait 

buikti laiin aikain dikesaimpingkain aitaiui diraiguikain kebenairainnyai. Puituisain ini menegaiskain prinsip baihwai 

haikim dailaim menilaii ailait buikti hairuis melihait secairai komprehensif huibuingain dain persesuiaiiain aintairai 

seluiruih ailait buikti yaing diaijuikain uintuik menemuikain faiktai yaing pailing meyaikinkain. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian SPPT-PBB dan keterangan saksi dalam 

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG, diperoleh kesimpulan: 

1. Kekuatan Pembuktian SPPT-PBB 

Meskipun SPPT-PBB bukan bukti kepemilikan mutlak, dalam putusan ini dinilai memiliki nilai 

pembuktian sebagai indikasi fisik kepemilikan tanah. Pengadilan mempertimbangkan relevansi 

SPPT-PBB terhadap lokasi objek sengketa dan kesesuaiannya dengan bukti lain. Namun, 

SPPT-PBB yang diajukan pihak tergugat dianggap kurang bernilai karena tidak menunjukkan 

kepemilikan secara jelas. 

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 

Keterangan saksi dianggap penting, namun kekuatannya tergantung pada relevansi, 

pengetahuan saksi, konsistensi, dan kesesuaian dengan bukti lain. Dalam putusan ini, 

keterangan lima saksi penggugat relevan dan mendukung bukti SPPT-PBB, sementara 

keterangan saksi tergugat tidak konsisten sehingga kurang dapat diterima. 

Dengan demikian, putusan menegaskan bahwa penilaian bukti harus dilakukan secara komprehensif, 

memperhatikan kesesuaian antar semua bukti yang diajukan. 

 

Saran 

1. Bagi Masyarakat 
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Melengkapi kepemilikan tanah dengan bukti hukum formal, seperti sertifikat, agar memberikan 

kepastian hukum lebih tinggi dan mencegah sengketa di masa depan. 

2. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Dalam memeriksa sengketa tanah, hakim harus menilai bukti secara komprehensif, 

mempertimbangkan konsistensi dan relevansi seluruh bukti, termasuk SPPT-PBB sebagai 

indikasi kepemilikan fisik. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dianjurkan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis putusan pengadilan lain 

untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pembuktian dalam 

sengketa tanah, serta menilai peran bukti non-formal dalam praktik hukum. 
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